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ABSTRAK

Hak atas tanah adalah hak penguasaan terhadap tanah yang mencakup

serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak. Dalam

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16

yang mencakup hak-hak yang dapat diberikan oleh negara kepada rakyat berdasarkan

beberapa faktor seperti pemohon, jangka waktu, atau peruntukan hak tersebut. Salah

satu hak kepemilikan tanah dalam UUPA adalah Hak Guna Bangunan (HGB), yang

dapat diperoleh oleh badan hukum melalui Surat Keputusan Pemberian Hak dari

pejabat berwenang. HGB dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik, dan

tanah Hak Pengelolaan (HPL). HPL sendiri bukan merupakan hak atas tanah

melainkan pelimpahan sebagian kewenangan negara. Penelitian ini mengeksplorasi

proses perolehan hak atas lahan Hotel Sultan oleh PT. Indobuildco dan implikasi

hukumnya terhadap kepemilikan dan pengelolaan aset publik, terutama dalam

putusan Pengadilan Negeri Nomor 952/Pdt.G/PN.Jak.sel. Metode penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer

dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

PT. Indobuildco memperoleh HGB atas lahan Hotel Sultan berdasarkan Surat

Keputusan No.191/HGB/DA/1972 tanggal 4 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh

Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Agraria. Pemberian HGB ini

dilakukan berdasarkan mandat Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan gedung

konferensi dalam rangka pelaksanaan Konferensi PATA. Kedudukan kepemilikan

dan pengelolaan tanah Hotel Sultan berada dalam sengketa yang berlangsung di

pengadilan, yang dimulai dari putusan Pengadilan Negeri Nomor

952/Pdt.G/PN.Jkt.Sel dan berlanjut ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. HPL atas

tanah tersebut diberikan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989. Meskipun PT.

Indobuildco telah memperoleh HGB yang sah dan memenuhi seluruh kewajiban yang
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diperlukan, pemberian HPL kepada Sekretariat Negara menimbulkan sengketa serius

mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah. Sengketa ini akhirnya berujung pada

habisnya masa berlaku HGB pada September 2023, yang mengakibatkan kembalinya

kepemilikan tanah tersebut ke negara. Hal ini memperjelas status kepemilikan dan

pengelolaan tanah, serta bertujuan untuk melindungi kepastian hukum dan

kepentingan negara serta masyarakat luas.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak atas tanah, Kepemilikan dan

pengelolaan tanah, Surat Keputusan Pemberian Hak, Kepastian hukum
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ABSTRACT

Land rights are the authority over land that includes a series of powers,

obligations, and prohibitions for the right holder. In the Basic Agrarian Law

(UUPA), land rights are regulated in Article 16, which includes rights that can be

granted by the state to the people based on several factors such as the applicant,

duration, or purpose of the rights. One of the land ownership rights in the UUPA is

the Building Use Rights (HGB), which can be obtained by a legal entity through a

Decree on Granting Rights issued by an authorized official. HGB can be granted

over state land, freehold land, and Management Rights (HPL) land. HPL itself is not

a land right but a delegation of part of the state's authority. This study explores the

process of acquiring land rights for the Sultan Hotel by PT. Indobuildco and its legal

implications on the ownership and management of public assets, particularly in the

court decision No. 952/Pdt.G/PN.Jak.sel. The research method used is normative

legal research supported by primary and secondary data, and the analysis is

conducted qualitatively. The results show that PT. Indobuildco obtained HGB for the

Sultan Hotel land based on Decree No.191/HGB/DA/1972 dated March 4, 1972,

issued by the Ministry of Home Affairs through the Directorate General of Agrarian

Affairs. This HGB was granted based on the mandate of the Jakarta Government for

the construction of a conference building for the PATA Conference. The status of

ownership and management of the Sultan Hotel land is in a legal dispute that has

progressed through various court stages, starting from the District Court decision

No. 952/Pdt.G/PN.Jak.sel. The HPL for the land was granted to the State Secretariat

of the Republic of Indonesia based on Decree No. 169/HPL/BPN/89 dated August 15,

1989. Although PT. Indobuildco obtained a legitimate HGB and fulfilled all

necessary obligations, the granting of HPL to the State Secretariat led to serious

disputes regarding land ownership and management. This dispute culminated in the

expiration of the HGB in September 2023, resulting in the land reverting to state
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ownership. This clarified the status of land ownership and management, aiming to

protect legal certainty and the interests of the state and the broader public.

Keywords: Building Use Rights, Land Rights, Land Ownership and Management,
Decree on Granting Rights, Legal Certainty
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